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Menimbang : a.

BUPATI TAPtil,
batrwa dalam rangka untuk kelancaran
pelaksanaan hrgas kedinasan di lingkrngan
Pemerintatran Desa Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2017, maka dipandang perlu
mengatur Perjalanan Dinas Bag Kepala Desa,
Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa, dan Pengurus/Anggota
Lembaga Kemasyarakatan Desa I(abupaten
Tapin yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2Ol7 sesuai dengan kaidah-kaidatr Pengelolaan
Keuangan Desa dengan menganut asas-asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurrf a, perlu meneL pkan
Peraturan Bupati Tapin tentang Perjalanan
Dinas Bagr Kepala Desa, Perangkat Desa,
Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan
Desa, dan Pengunrs/Arrggota Lembaga
Kemasyarakatan Desa Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2OL7;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembenhrkan Daerah Tingkat II Tanatr [,aut,
Daeratr Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 1965 Nomor 51, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Mengingat : 1.

b.



2.

3.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun I99g tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Kompsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor
75, Tambatran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 385f );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparahrr Sipil Negara (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6,
Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daeratr (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubatr bebepapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang. Nomor 9 Tatrun 2Of S tentang
Perubatran Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambatran kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 3O Tatrun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintatran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tatrun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2OO5 Nomor 140, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;

4.

5.

6.

7.

8.
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O0S
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintatran Daeratr
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

1 0. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4
tentang Perattrran Pelaksana Undang-Undang
Nomor 6 Tatrun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
L23, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telatr
diubah dengan Perattrran Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubatran Atas Peraturan
Pemerintatr Nomor 43 Tatrun 2Ot4 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor L57,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 57171;

1 1 . Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 12
Tatrun l99O tentang Pelaksanaan Perjalanan
Dinas;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tatrun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubatt
beberapa kali, terakhir dengan Perattrran
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tatrun 20ll
tentang Pembahan Kedua atas Peratrrran
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daeratr;

I 3. Perattrran Menteri Ddam Negeri Nomor 54
Tahun 2OO9 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintatr Daerah ;

14. Perattrran Menteri Keuangan Nomor
1 l3/PMK.OS/ 2OL2 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagr Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

15. Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daeratr;
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L7. Perahran Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tatrun 2015 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daeratr;

19. Perattrran Daerah l(abupaten Tapin Nomor O9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
T\rgas dan F\rngsi serta Tata Kerja Perangkat
Daeratr l(abupaten Tapin;

UEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAIT BUPATI TEIITAITG PER.TALIIilAII
DIITAS BAGI KEPALA DESA, PENAITGKAT DESA,
PIUPTIYAIY DAIT AITGGOTA BN)AIT
PERUUSYAWARATAf, DESA, DAII PBTGTTRUS/
AITGGOTA LEMBAGA KEUASYARAIIA.TAN DESA
KABI'PATEIT TAPIII TAHI'I| AKTARAI| 2OI7.

BAB I

I( TENTUAIT T'UUU

Plsal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daeratr adalah I(abupaten Tapin.

2. Desa adalatr kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakrri dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerinta.tran Desa adalatr penyelenggaradn urusan
pemerintahan dan kepentingan masyaralat setempat dalam
Sistem Pemerintatran Negara Kesatrran Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantrr Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggta
Pemerintatran Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD
adalatr lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwalcilan wilayah dan ditetapkan secara demolrratis.
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13.
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Camat adalatr Camat dalam wilayatr Ihbupaten Tapin.
Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban unhrk menyelenggarakan
rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari
Pemerintatr dan Pemerintah Daeratr.

Pimpinan BPD adalah Kehra dan Wakil Kehra BPD se-
Kabupaten Tapin.

Sekretaris BPD adalah Sekretaris BPD se-Kabupaten Tapin.

Anggota BPD adalah Anggota BPD se-Kabupaten Tapin.

Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam
penyelenggaraan Pemerintatran Desa, yang terdiri dari
Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalatr lembaga yang dibenhrk
oleh masyarakat sesuai dengan kebufirhan dan merupakan
mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Bendahara Desa adalah Unsur Staf Sekretariat Desa y{ry
membidangi Urusan Administrasi Keuangan unhrk
menatausahakan Keuangan Desa.

Perjalanan Dinas adalatr Perjdanan Dinas yang dilakukan oleh
Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badart
Permusyawaratan Desa, dan Pengunrs/Anggota Lembaga
Kemasyarakatan Desa baik secara perorangan maupun secara
bersama dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju.
Pedalanan Dinas Dalam Daerah adalatr Pedalanan Dinas yang
dilakukan dalam wilayah Kabupaten Tapin.

Pedalanan Dinas Luar Daerah adalatr Perjalanan Dinas yang
dilakukan diluar wilayah Kabupaten Tapin.

Tempat trjuan adalah tempat/kota yang menjadi trljuan
perjalanan dinas.

Tempat Kedudukan adalatr lokasi kantor/satuan kerja.

Surat Perintah 1\rgas yang selanjutnya disingkat dengan SPT
adalah Naskah Dinas sebagai alat pemberitatruan penugasan
dari atasan kepada bawahan unfuk rnelakukan hrgas atasan
tersebut.

Surat Perjalanan Dinas yang selar{utnya disingkat SPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Desa dalam rangka
pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pelaksana SPD adalatr Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan
dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan
Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa yang
melaksanakan perjdanan dinas.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

22.
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BAB II
RUAITG LIITGKUP, JEIIUS, PRINSIP
DAI| BI,AYA PER.IAL/IITAI| DIITAS

Baglran Kesatu

Ruang Lfngkup PerJalanan Dinas

Pasat 2

Peraturan Bupati ini mengahrr mengenai pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagr Kepala Desa, Perangkat
Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan
Pengums/Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2OL7.

Bagiar Kedua

Jenis PerJdanan Dlnas

Pasel 3

Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Pengunts/Anggota
kmbaga Kemasyarakatan Desa, meliputi :

a. perjalanan dinas dalam daeratr; dan/atau

b. pedalanan dinas luar daeratr, yaitu Perjdanan Dinas Luar
Daeratr Datam Provinsi Kalimantan Sel,atan atau Perjalanart
Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi lGlimantan Selatan.

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
perjalanan dinas unhrk keperluan :

a. pelaksanaan ttrgas dan fungsi yang melekat pada Kepala
Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa, dan Pengunrs/Anggota Lembaga
Kemasyarakatan Desa;

b. konsultasi/koordinasi dart pertemuan lainnya yang
dilalcsanakan oleh Pemerintatr Daerah atau Pemerintah
Desa;

c. promosi pembangunan/produksi Desa;

d. dihrgaskan mengikuti pendidikan dinas/pelatihan/seminar/
workshop/bimbingau teknis /rapat dan kegiatan sejenis
lainnya di luar tempat kedudukan;

e. mengilmti lomba;

f. menghadiri undangan hasil perlombaan;

g. menerima hadiah dan/atau penghargaan; dan

h. pendampingan.

(21
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Bagiaa Kettga
Prlnsip PerJdaaan Dinas

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
sebagai berikut:
a. selektif, yaihr hanya unhrk kepentingan yang sangat tinggi dan

prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan
desa;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengal pencapaian
kinerja Pemerintatr Desa;

c. efisiensi penggunaan belanja Desa; dan

d. akuntabilitas pemberian perintahipelaksanaan perjalanan dinas
dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Bagian Keempat

Blaya PerJalanen Dlnas

Pasal 5

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

a. uang harian;

b. biaya transport; dan

c. biaya penginapan;

Pasaf 6

Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
terdiri dari uang makan, uang transport lokal, dan uang saku.

Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hunrf a
diperhihrngkan sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas
dikali besaran standar satrran harga uang harian perjalanan
dinas.

Pasal 7

Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi
darat/air/laut/udara selama melaksanakan perjalanan dinas pergr
pulang beserta pengeluaran lain yang mengikutinya (airport
tar/ retribusi yang dipungut di termind/ stasiun/ bandara/ pelabuhan
sesuai dengan perahrran perundang-undangan yang bedaku) yang
dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(1)

(2t
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Pasat 8

Biaya Pgngrnapan sebagaimana dimaksud dalam pasal s huruf c,
merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau
ditempat menginap lainnya yang dibayarkan sesuai dlngan biaya riit.

Pasel 9

piaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Anggaran pendapatan dan
Belanja Desa Tatrun Anggaran 2017.

Pasat 10

Biaya Perjalanan Dinas digolongkan dalam 2 (dua) tingkatan, yakni :

a. Tingkat A unhrk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Wakil
Ketua BPD, Sekretaris BPD, dan Anggota BPD; dan

b. Tingkat B unttrk Kepala Urrrsan dan Pelaksana
Teknis/Kewilayatran, serta Pengurus/Anggota Lembaga
Kemasyarakatan Desa.

Palal 11

(1) Lamarrya waktu perjalanan dinas dalam/luar daeratr maksimal
4 (empat) hari atau sesuai dengan
telex/ fax/ surat/ undangan/ permohonan/ telaahan staf.

(21 Dalam hal menghadiri kegiatan diluar daeratr dalam Provinsi
Kalimantan Selatan yang pelaksanaannya dimulai pada Pukul
09.00 Wita atau sebelumnya, Pelaksana SPD dapat
melaksanakan pedalanan dinas dimulai sejak I (sattr) hari
sebelumnya.

BAB III
SI'RAT PERIITTAII TUGAS

DAIY SI'RAT PER^'AUUTAIT DIITAS

Passl 12

Dalam hal mengajukan SPI melaksanakan Perjalanan Dinas
agar disertakan dasar telex/ fax/surat/undangan/telaatran staf
dan / atau permohonan perj alanan dinas.

Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas Dalam Daerah unttrk
Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua/Wakil Kettra/Sekretaris
/Anggota BPD, dan Pengurus/Anggota Lembaga
Kemasyarakatan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

(1)

(2t
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Penandatanganan SPT Perjalanan Dinas Keluar Daerah
ditandatangani oleh Camat.

Penandatanganan SPD Dalam Daeratr dan Keluar Daerah,
ditandatangani oleh Kepala Desa.

BAB TV

PER.IALIINAIT DINAS DAL/IU DAIRAII

Pasal 13

Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjdanan Dinas Dalam
Daerah diberikan uang harian dan biaya transport bagi yang
menggunakan kendaraan umum.

Besarnya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Desa ke Ibu Kota
Kabupaten Tapin (Wilayah Kota Rantau/Kecamatan Tapin
Utara) atau dari Desa ke Desa-Desa antar Kecamatan atau dari
Desa ke Kantor Kecamatan diluar wilayah Kecamatannya
(Kecamatan tetangga) diberikan sesuai besaran yang ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan sesuai dengan braya riil dan diahrr sebagai berikut :

a. biaya transport dengan menggunakan sepeda motor dinas
berupa penggantian batran bakar minyak sesuai kebutr.rhan
nyata jarak yang ditemprrtr (pembelian batran bakar minyak
yang weiar) dari tempat kedudukan sampai ke tempat
tujuan (perg-putang);

b. biaya transport dengan menggunakan kendaraan umum
dibenarkan apabila yang bersanglmtan bukan pemegang
sepeda motor dinas atau hanya dapat ditempuh dengan
kendaraan umum; dan

c. penggunaan kendaraan umum sebagaimasa dimaksud
dalam hunrf b adalah kendaraaan roda empat (taksi
anglnrtan pedesaan/anglnrtan sejenis lainnya), roda dua
(ojek) dan peratru motor (kelotok) perg pulang.

Biaya transport dengan menggunakan kendaraan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan hurtrf c,
dibayarkan sesuai dengan biaya riil, sebagaimana batasan
tertinggi (besaran plafon) yang ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam L,ampiran I yang menrpakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)

(4)
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Pasel 14

Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dari Desa ke Kantor
Kecamatan diwilayatrnya atau dari Desa ke Desa-Desa lainnya
dalam wilayah Kecamatan yang sama diberikan uang harian
dan biaya transport.

Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan 5Oo/o (lima pullrh persen) dari uang harian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2l,ymg ditetapkan
sebagaimana tercantrrm dalam Lampiran I yang merupakarr
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang pengaturannya
berdasarkan ketenttran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (3).

BAB V

PER.'AL/TNAIT DII|AS LUAR DAERAII

Baglan Kesatu

PerJalanaa Dlnas Luar Dacrah
Dalam Provtnsl lhllmantan Selataa

Pasal 15

Pelaksana SPD yang melaksanskan Perjalanan Dinas Keluar Daerah
dalam Provinsi lklimantan Selatan diberikan uang harian, biaya
transport dan biaya penginapan.

Pas,al 16

Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
diberikan sesuai besaran yang diteta.pkan sebagaimana tercantum
dalam L,ampiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

(1) Biaya transport sebagaimana dimatcsud dalam Pasal lS,
dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan diatur sebagai berikut :

a. biaya transport dengan merrggunakan sepeda motor dinas
berupa penggantian bahan bakar minyak sesuai kebuhrhan
nyata jarak yang ditempuh (pembelian batran bakar minyak
wajar) dari tempat kedudukan sarnpai ke tempat tujuan
(pergi-pulang);
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b. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi
umum darat/air dari tempat kedudukan sampai ke tempat
tujuan (pergr-pulang), yang terdiri dari biaya transport dari
tempat kedudukan sampai ke terminal/pelabuhan yang
dilanjutkan sampai ke tempat hrjuan;

c. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi
umum darat dari tempat kedudukan sampai ke bandara
(terminal keberangkatan) pergi-pulang;

d. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi
umum udara dari terminal keberangkatan sampai dengan
terminal kedatangan (pergi-pulmd, diberikan fasilitas kelas
ekonomi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan

e. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi
umum dari bandara (terminal kedatangan) sampai ke tempat
hrjuan/ hotei/ tempat menginap lainnya (perg-puland.

Braya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf b,
hunrf c, dan hunrf e dibayarlan sesuai dengan biaya riil,
sebagaimana batasan tertinggi (Besaran Plafonl yang ditetapkan
dalam Lampiran II yang merupakan bagtan tidak terpisahkan
dari Perattrran Bupati ini.

Biaya transport dari hotel/tempat menginap lainnya sampai ke
tempat hrjuan pergi-pulang (biaya transport lokal), dibayarkan
dari komponen uang harian.

Pasal lt

(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana batasan
tertinggi (Besaran Plafonl yarug ditetapkan dalam La.mpiran II
yang mempakan bagran tidak terpisatrkan dari Peraturan
Bupati ini.

(21 Dalam hal biaya penginapan melebihi batas besaran plafon
biaya penginapan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka kelebihan biaya dimaksud tidak termasuk dalam
komponen biaya perjalanan dinas yang dipertanggungiawabkan.

(3) Lamanya menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) adalah
jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari.

(21

(3)
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Bagl,an Kedua

PerJatanan Dlnas Luar Daerah
Keluar Provlnsl fa[mantan Selataa

Pagaf 19

Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daeratr
Keluar Provinsi lGlimantan Selatan diberikan uang harian, biaya
transport dan biaya penginapan.

Pesal 20

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan
sesuai besaran yang ditetapkan sebagaimana tercanttrm dalam
Lampiran III yang merupakan bagtan tidak terpisahkan dari
Peratrrran Bupati ini.

Pasal 21

(1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan diatur sebagai berikut :

a. biaya transport dengan menggunakan sepeda motor dinas
dari tempat kedudukan sampai ke terminal keberangkatan
(pergi-pulang) bempa penggantian bahan bakar minyak
sesuai kebutuhan nyata jarak yang ditempuh pergi-pulang
(pembelian bahan bakar minyak wqiar);

b. biaya transport dengan merlggunakan sepeda motor dinas
dari tempat kedudukan sampai ke tempat
tujuan/hotel/tempat menginap lainnya pergt-pulang berupa
penggantian batran bakar minyak sesuai kebutuhan nyata
jarak yang ditempuh perg-pulang (pembelian bahan bakar
minyah wajar);

c. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi
umum darat dari tempat kedudukan sampai ke tempat
tqjuan/ hotel / tempat menginap lainnya (pergi-pulang) ;

d. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi
umum darat dari tempat kedudukan sampai ke
bandara/ terminal (terminal keberangkatan) pergi-pulang;

e. biaya transport dengan menggtrnakan alat transportasi
umum udara dari terminal keberangkatan sampai dengan
termind kedatangan (perg-pulmB), diberikan fasilitas kelas
ekonomi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan

f. biaya transport dengan menggunakan alat transportasi
umum dari bandara (terminal kedatangan) sampai ke tempat
tujuan / hotel / tempat menginap lainnya (pergt-pul"ng) .



(2t

-13-

Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
huruf d dan huruf f dibayarkan sesuai dengan biaya riil,
sebagaimana batasan tertinggi (Besaran Plafonl yang ditetapkan
dalam Lampiran III yang mempakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Biaya transport dari hotel/tempat menginap lainnya sampai ke
tempat tujuan pergi-pulang (biaya transport lokal), dibayarkan
dari komponen uang harian.

Peaal22

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud datam Pasal 19
dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana batasan
tertinggi (Besaran Ptafonl yang ditetapkan dalam Lampiran III
yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Dalam hal biaya penginapan melebihi batas besarart plafon
biaya pengrnapan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka kelebihan biaya dimaksud tidak termasuk dalam
komponen biaya perjalanan dinas yang dipertanggungiawabkan.

Lamarrya menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
jumlah hari perjalanan dinas dit<urangi 1 (sattr) hari.

BAB VI

PROSEDI'R PEUBAYARAIT BIAYA PER^'ALIIIYAIT DIIIAS

Pasal 23

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme
Uang Persediaan (UP) dari Kas Desa.

Pasal 24

Pemberian uang muka dapat diberikan kepada Pelaksana SPD
didasarkan atas permintaan dari Kepala Desa kepada Bendahara
Desa dengan dilampiri :

a. undan gaurL I surat/ telex / fax I permohonan perjalanan
dinas/telaahan staf;

b. surat perintah trrgas (SPT);

c. surat perjalanan dinas (SPD);

d. l$itansi tanda terima uang muka perjalanan dinas; dan

e. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

(3)

(1)

(2t

(3)

ov
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Pasel 25

Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
maka Bendahara Desa membayar uang muka Perjalanan Dinas
kepada Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB VII
PERTAIT(XilITG'AITABAIT BIAYA PER.'AI.AITAIT DIITAS

Pasal 26

Biaya Pedalanan Dinas dipertanggungiawabkan oleh Pelaksana SPD
yang melaksanakan Perjalanan Dinas paling lambat 7 (hrjuh) hari
kerja setelatr Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pasel2T

Batran-bahan pertanggungiawaban bag Pelaksana SPD yang
melaksanakan Pedalanan Dinas meliputi :

a. undarrgan/ surat I telex/ fax/permohonan perjalanan
dinas/telaatran staf;

b. surat perintah tugas (SPT);

c. surat perjalanan dinas (SPD);

d. laporan hasil perjalanan dinas;

e. knritansi peljalanan dinas;

f. rincian biaya perjalanan dinas yang memuat uang harian, biaya
transport dan biaya penginapan; dart

g. bukti pengeluaran yang sah dari biaya transport dan biaya
penginapan.

Pasal 28

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f
dibaya-rkan sesuai banyakrtya hari yang digunakan untuk
melaksanakan Perjalanan Dinas.

Pasat 29

(l) Biaya trarisport Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan
Dinas didukung dengan bukti pengeluaran yang sah, bempa :
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a. nota/kwitansi pembelian bahan bakar minyak harga
Pemerintah atau nota/kuritansi pembelian bahan bakar
minyak dari pedagang eceran bahan bakar minyak dengan
harga eceran tertinggi yang wajar r:ntuk sepeda motor dinas
sesuai kebuttrhan nyata jarak yang ditempuh pergi-pulang
(pembelian bahan bakar minyak wajar);

b. lsuitansi/bukti pembayaran biaya penggunaan kendaraan
umum roda empat peryi-pulang;

c. lnritansi/bukti pembayaran biaya penggunaan kendaraan
roda 2 (dual/ojek pergi-pulang;

d. lsnritansi/bukti pembayaran biaya penggunaan peratru motor
(kelotok) pergi-pulang;

e. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/
stasiun/ bandara/ pelabuhan pergi-pulang;

f. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandata/
pelabuhan keberangkatan ke terminal bus/stasiun/
bandara/ pelabuhan kedatangan pergi-pulang;

g. tiket pesawat udara dilampiri dengan cetak pemesanan tiket
yang mencantumkan harga, narna, nomor dan hrjuan tiket
serta wakhr keberangkatan (print out bookingll, boarding
p6rss, airport tac dan retribusi dari terminal keberangkatan
ke terminal kedatangan pergi-pulang;

h. ksritansi/bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh
badan usaha yang bergerak di bidang jasa angkr.rtan unhrk
penggunaan kendaraan umum dari terminal bus/stasiun/
bandara/pelabuhan kedatangan ke tempat tujuan pergl-
pulang; dan

i. bukti pembayaran moda transportasi lainnya.

Dalam hal bukti pembayaran/pengeluaran biaya transport
sebagaimana dimahsud pada ayat (1) huruf b, hun'f c, huruf d,
dan hurrf e tidak diperoleh, maka pertanggungiawaban biaya
transport Perjalanan Dinas harls dilengkapi dengan Surat
Pernyataan yang menjelaskan bahwa biaya transport yang
dikeluarkan sesuai kebututran nyata jarak yang ditempuh perg
pulang (Daftar Pengeluaran Riil)

Dalam hal melaksanakan Perjalanan Dinas kehilangan salah
satrr boardinglrass, yaitu boatdingpa,ss keberangkatan atau
kepulangan, maka dihanrskan membuat Surat Pernyataan
kehilarrgan boardingpass dengan menyebutkan nomor tiket dan
kode booking serta jadwal penerbangan atas penerbangan yang
hilang boardingpassrrya dimaksud.

(3)



(1)
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Pasal 3()

Biaya penginapan bagr Pelaksana SPD yang melaksanakan
Pe{alanan Dinas didulrung dengan bukti pengeluaran yang satr
bempa krritansi atau bukti pengeluaran lainnya yang dikeluarkan
oleh hotel atau tempat menginap lainnya.

Pesel 31

Pelaksana SPD yang telah melaksanakan Pedalanan Dinas
menyampaikan selunrh bukti pengeluaran asli kepada Kepala
Desa melalui Bendahara Desa.

Kepala Desa melalui Bendahara Desa melakukan perhitungan
rampung selunrh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas
Pelaksana SPD yang melaksanakan Pe{alanan Dinas.

Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pelaksana SPD yang
melaksanakan Perjalanan Dinas mengembalikan kelebihan
dimaksud kepada Bendahara Desa.

Apabila terdapat kelnrrangan pembayaran, atas persetujuan
Kepala Desa, maka Bendatrara Desa membayar kekurangan
dimaksud kepada Pelaksana SPD yang telatr melaksanakan
Perjalanan Dinas.

BAB VIII
IIEIEITTUAIT LIUT.LIUil

Pasel 32

(1) Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam
rangka menghadiri/mengikuti undangan kegiatan dari
lembaga/instansi/panitia pengundang, yang mewajibkan untuk
membayar biaya kontribusi, maka biaya kontribusi dimalcsud
dapat diberikan sesuai besaran yang telah ditenhrkan oleh
lembaga/ instansi/ panitia pengundang.

(21 Apabila biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sudah termasuk dengan biaya penginapan, maka Pelaksana
SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka
menghadiri/mengikuti undangan kegiatan dari
lembaga/instansi/panitia pengundang, hanya diberikan biaya
transport dan uang harian sesuai ting[atan Pelaksana SPD yang
telah ditetapkan dalam Perahrran Bupati ini.

Pasal 33

Biaya Perjalanan Dinas tidak dibayarkan terhadap komponen biaya
yang ditanggung oleh lembaga/ instansi / panitia pengundang.

(3)

(41
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Pasal 34

Dalam hal batasan tertinggi (besaran plafon) braya transport dengan
menggunakan alat transportasi umum darat/air yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II
dan Lampiran III Peraturan Bupati ini tidak mencukupi, maka
penggunaan biaya transport dengan menggunakan alat transportasi
umum darat/ur yang melebihi batasan tertinggi (besaran plafon)
dimaksud dapat dipertanggungiawabkan dan dibayarkan sesuai
dengan biaya riil, yang dibuktikan dengan tiket/lsritansi/bukti
pembayaran lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Badan
Usaha/Pengelola Usaha/Pemberi Jasa yang bergerak di bidang jasa
transportasi umum dimaksud.

Pasal 35

Dalam hal Pelaksana SPD akan melaksanakan Pedalanan Dinas
menggunakan dana yang bersumber selain Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa maka persehrjuan Perjalanan Dinas tetap
mengacu kepada ketenhran dalam Pasal 12.

BAB IX
KETEITTUAIT PEIWTT'P

Pasel 36

Bentuk Format Sff, SPD, Daftar Pengeluaran Riil, Pernyataan
Kehilangan Boardingpass, dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas
sebagaimana tercantrrm dalarn Lampiran IV yang menrpakan bagiart
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badart
Permusyawaratanr Desa, dan Pengurr.rs/Anggota. Lembaga
Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan Perjalanan Dinas
berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Pada saat Perattrran Bupati ini mulai berlalnr, maka Peraturan
Bupati Tapin Nomor O4 Tahun 2015 tentang Perjdanan Dinas Bagi
Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa, dan Pengums/Anggota kmbaga
Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Tapin (Berita Daeratr Kabupaten
Tapin Tahun 2015 Nomor O5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasel 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeratr
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 3t Dsember ZO1 6

Diundangkan di Rantau
pada t4nggAl 31 Dsembe r ZOi 6

ITABI'PATEN TAPIil,

\*5-z-
BERITA DAERAH I(ABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR :Z

7.\
11 I



I,AMPIRAN I PERIiTI'RAN BI'PATI TAPIN
NOMOR . 32 Il},IlJIi ?016
TANGGAL : 71 IE SIIE R 2 01 6

BESARAIT UAITG IIARIAI DAII BESAR./IIT PLAI1OIT BIAYA TRAITAPORT PER.'AI,AITAT DIIIAS DALTU DAERAII XABI'PATEIC TAFItr

I[o. TEMPAT
KEDT'DI'NAIT

I{ECA.MA.TAN TUJI'AN
/DESA TUWAIT DALAM
WILAYAII I{ECAUATAN

SATUAN

BESARAIT UAITG HARTAIT
(Rp.l

BESARAIT UAITG HARIAIT
DALAU XECAU,A'IAN
(DESA/KECAMATAN

TUJI'AIT DALAM WILAYAII
r{ECAUATANI

BESARAN PLAFOIT BIAYA
TRANSPORT

TINGKAT A TINGXAT B

1.

DESA

Binuang OH 100.o00 75.OOO

5O7o dari Besaran Uarrg
Harian Antar Kecamatan

Rp.75.0O0,-
lorunglkalt

Besaram plafon biaya
transport merupakan
satuan besaran plafon
biaya transport yaiag
digunakan untuk
perencanaan
kebutuhan biaya
transport satu kali
perjalanan, yakni dari
tempat kedudukan
menuju tempat tujuan
atau sebaliknya.

2. Tapin Selatan OH 100.o00 75.OO0

3. Tapin Tengah OH 100.ooo 75.000

4. Tapin Utara OH 100.000 75.000
5. Candi Laras Selatan OH 100.ooo 75.OOO

6. Candi Laras Utara OH 100.000 75.OOO

7. Bakarangan OH 100.o00 75.OO0

8. Piarri OH 100.o00 75.000
9. Bungur OH 100.oo0 75.000

10. Lokpaikat OH 100.ooo 75.OOO

11. Hatungun OH 100.o00 75.OO0

t2. Salarn Babaris OH 100.oo0 75.000

1.

Keterangan :

Desa dalam wilayah Kecamatan Tapin Utara dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Desa ke
Ibu Kota Kabupaten Tapin (Wilayah Kota Rantau/Kecamatan Tapin Utara) hanya diberikan uang harian sebesar 5O%o

(lima puluh persen) dari besaran Uang Harian antar Kecamatan;
Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak diberikan kepada Desa yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah
ke Kantor Kecamatan diwilayahnya, yang mana Desa nya tersebut adalah sebagai Ibu Kota Kecamatan;

2.



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR .72 TtJlUN.2O1 6

TANGGAL : l1 m :Ilvmi ZO1

BESARAN UAITG IIARIAN, BESARAN PI"AFON BIAYA TRAI{SPORT, DAI{ BESARAIT PLAFION BIAYA PEI{GINAPAIT/HOTEL
PERJAI.AITAN DIIAA LUAR DAERAH DAI"A PROVITAI ITALI AITTAIT SEI.ATAIT

No.
TUJUAN

KABUPATTN/KOTA SATUAN

BESARAN
UANG HARIAN

(Rp.l BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT

BESARAN PLAFON BIAYA
PENGINAPAN/HOTEL

(RP"l

TINGI(AT A TINGKAT B TINGKAT A TINGKAT B

1. Banjarbaru OH 200.000 175.000

Rp. 200.000,-
/orctg/kali

Besaran plafon biaya transport 7s0.000 500.ooo
2. Banjarmasin OH 200.000 175.000 merupakan satuan besaran plafon

biaya transport yang digunakan
untuk perencanaan kebutuhan
biaya transport satu kali
perjalanan, yakni dari tempat
kedudukan menuju tempat
tuj uan / hotel/ tempat menginap
lainnya atau sebaliknya, dari
tempat kedudukan menuju
bandara/ p elab uhan / terminal
keberangkatan atau sebaliknya,
dari bandara / p elabuhan / terminal
kedatangan menuju tempat
tujuan/hotel/ tempat menginap
lainnya atau sebaliknya.

750.000 500.o00
3. Banjar OH 200.000 175.000 7s0.000 500.ooo
4. Barito Kuala OH 200.o00 175.000 750.000 soo.ooo
5. Hulu Sungai Selatan OH 200.000 175.000 750.000 500.oo0
6. Hulu Sungai Tengah OH 200.000 175.000 750.000 500.oo0
7. Hulu Sungai Utara OH 200.o00 175.000 750.000 500.oo0
8. Balangan OH 200.000 175.000 7s0.000 500.oo0
9. Tabalong OH 200.000 17s.000 750.000 500.ooo
10. Tanah Laut OH 200.000 175.000 750.000 500.ooo
11. Tanah Bumbu OH 200.000 17s.000 750.000 soo.o00
t2. Kotabaru OH 200.0o0 175.000 7s0.000 soo.ooo



LAMPIRAN IIT PERATUMN BUPATI TAPIN
NoMOR : 12 fiEUI{ 201 6
TANGGAL . 51 IF $I'ffii 2 01 5

BESARAIT UATG EARIA'r, BFSARAI PL,AFOT BIAYA TRAITSFORT, DATI BEAARAT PLAFOT BUTYA PITTCIf,AFAIT/HOTEL
PERJAI,A AIf DITAA LUAR DAERAII IIEI,UAR PROVITSI XAIIfAtrfAIf SEI.,ATAIT

No. PROVITSI TUWAN SATUAtr

BESARAN
UANG HARIAN

(Rp.l BESARAIT PLAFOI{ BIAYA TRAITSPORT
(Rp.l

BESARAN PLAFON BIAYA
PENGIITAPAN/HOTEL

(Rp.l

TIITGKAT A TIITGKAT B TIITGKAT A TIITGXAT B

1 Aceh OH 500.o00 450.O00 200.ooo /Orang/Kall Besaran plafon biaya transport
m erupakan satuan besaran
plafon biaya transport yang
digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya transport satu
kali perjalanan, yakni dari
tempat kedudukan menuju
tempat tujuan / hotel/tempat
menginap lainnya atau
sebaliknya, dari tempat
kedudukan menuju
bandara/ pelabuhan / terminal
keberangkatan atau sebaliknya,
dari
bandara/ pelabuhan/ terminal
kedatangan menuju tempat
tujuan/ hotel/ tempat menginap
lainnya atau sebaliknya.

750.OO0 500.ooo

2 Sumatera Utara OH 500.oo0 450.000 200.000 /Orang/Kali 750.000 500.ooo

3 Riau OH 500.o00 450.000 200.000 /Orang/Kali 750.000 500.ooo

4 Kepulauan Riau OH 500.o00 450.000 200.ooo /Orang/Kali 750.O00 500.ooo

5 Jarnbi OH 500.ooo 450.OOO 200.ooo /Orang/Kali 750.000 500.ooo

6 Strmatera Barat OH 500.ooo 450.OOO 200.ooo /Orang/Kali 750.000 500.oo0

7 Sumatera Selatan OH 500.o00 450.OOO 200.ooo /Orang/l<ali 750.OOO 500.ooo

8 Lampung OH 500.000 450.O00 200.ooo /Orang/Kall: 750.OO0 500.ooo

9 Bengkulu OH 500.ooo 450.000 200.ooo /Orang/Kali 750.O00 500.ooo

10 Bangka Belitung OH 500.ooo 450.O00 200.ooo /Oran;glKalu: 750.OO0 500.ooo

11 Banten OH 500.ooo 450.O00 200.ooo /OranglKali 750.OOO 500.ooo

t2 Jawa Barat OH 500.ooo 450.OOO 200.ooo lOrarrglKali 750.OOO 500.ooo

13 DKI Jakarta OH 500.ooo 450.O00 200.ooo /Orang/Kali 750.OO0 500.ooo

t4 JawaTengah OH 500.o00 450.000 200.ooo lOrang/KaJi 750.000 500.ooo

15 DI Yogjakarta OH 500.000 450.000 200.000 lOrang/KaJi 750.000 500.ooo

16 Jawa Tirnur OH 500.oo0 450.O00 200.o00 /Orang/KaJl 750.O00 500.ooo

t7 Ba]i OH 500.ooo 450.O00 200.ooo /Orang/Kali 750.OO0 500.ooo

18 Nusa Tenggara Barat OH 500.ooo 450.O00 200.ooo /Orang/Kali 750.000 500.ooo

t9 Nusa Tenggara Timur OH 500.o00 450.000 200.o00 /OrunglKan 750.O00 500.000



No. PROVINSI TUWAIT SATUAN

BESARAN
UAITG HARIAN

(Rp.l BESARAN PLAFON BIAYA TRANSPORT
(Rp.l

BESARAIT PLAFOIT BIAYA
PENGIT{APAIY/HOTEL

(Rp.l

TINGKAT A TINGITAT B TINGKAT A TIITGI(AT B

20

2t
Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

OH

OH

500.ooo

500.ooo

450.O00

450.000

200.ooo

200.o00
/Orang/Kali

/OranglKall

750.OO0

750.O00

500 .000

500.000

22 Kalimantan Timur OH 500.ooo 450.O00 200.ooo /Orang/t(all 750.O00 500.000

23 Kalimantan Utara OH 500.ooo 450.000 200.000 /Orang/Kali 750.000 500.000

24 Sulawesi Utara OH 500.ooo 450.O00 200.000 /Otang/Kalt 750.000 500.000

25 Gorontalo OH 500.ooo 450.000 200.ooo /Orarrg/Kali 750.OO0 500.ooo

26 Sulawesi Barat OH 500.o00 450.000 200.ooo !Otang/Kali 750.O00 500.000

27 Sulawesi Selatan OH 500.ooo 450.O00 200.ooo /OranglKali 750.OO0 500.ooo

2a Sulawesi Tengah OH 500.ooo 450.000 200.ooo /Orang/Kali 750.OOO 500.ooo

29 Sulawesi Tenggara OH 500.ooo 450.000 200.ooo /Orang/Kali 750.OOO 500.ooo

30 Maluku OH 500.ooo 450.000 200.ooo /Orang/Kali 750.OOO 500.ooo

31 Maluku Utara OH 500.ooo 450.OOO 200.ooo /Orang/Kali 750.ooo 500.ooo

32 Papua OH 500.ooo 450.000 200.ooo /OranglKali 750.OOO 500.ooo

33 Papua Barat OH 500.ooo 450.O00 200.o00 /OranglKali 750.OOO 500.ooo

+



LAMPIRAN IV PERATURAN
NOMOR :

TANGGAL :

BUPATI TAPIN
TAHUN

A. FORMAT SITRAT PERTIITAIT TUGAS (SpTf :

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAIT ......................

PEMERINTAH DESA .................. O'O"

Jalan ...

ST'RAT PERIITTAH TT'GAS
I[omor : ..............

DASAR

Dengan ini ditugaskan kepada :

Maksud Surat Perintah Tugas :

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dan
dipergunakan sebagclq"rra mestinya, dan setelah selesai menjalankan Surat
Perintah Tugae ini dihamskan menyampaikan hasil laporan kepada yxry
memberikan tugas.

Ditetapkan di
pada tangal

No.
IIaaa
I{IP Purglst/Gol Jabatan

1.

2.
dst.

Keperluan

Tempat tujuarr

Berlaku mulai tanggal

Alat angkutan yang
dipergunakan

Pembebanan anggaran

KEPAI-A DESA.



PEMERINTAH KABT]PATEN TAPIN
KECAMATAI\ ............. r........

PEMERINTAH DESA .......................
Jalan

DASAR

Dengan ini ditugaskan kepada :

Maksud Surat Perintah Tugas :

Demildan $rtrat Perintah Tugas ini dibuat, untuk dilalcsanaken dan
dipergunakan gcbagaimana mestinya, darr eetelah selesai menjalankan Surat
Pedntah Tugas ini diharuslen menyampaikan hasil laporan kepada yang
memberikan trrgas.

Ditetapkan di
pada tanggat

lllo. lfena
rIP PelStat/Gol Jabatau

1.
2.

dst.

Keperluan

Tempat tqiuart

Berlalrtr mulai tanggal

Alat angkutan yang
dipergunakan

Pembebanan anggaran

CAMAT



B. tr'ORXIA:f SITRAT PER.IAL/UYAIY DINAS (SPDI :

PEMERINTAII KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN ......................

PEMERTNTAH DESA .......................
Jalan........

Nomor :

sT'RAT PER.'AI"ANU| DII|AS

I Pejabat yang memberi perintah

2 Nama dan NIP Pegawai yang
diperintah

3 a. Pangkat/Golongan
b. Jabatan
c. Tingkat Perjalanan Dinas

Menurut Peraturan

a.
b.
c.

4 Maksud pedalanan dinas

5 Alat angkutan yang digunakan

6 a. Tempat berangkat
b. Tempat tujuart

a,
b.

7 a. La.marrya perjdanan dinas
b. Tanggal berangkat
c. Tanggal kembali

a.
b.
c.

8 Pengikut
(Nama/ Nip/ Pangkat I Golonganl
Jabatan)

9 Pembebanan anggaran :

a. Instansi
b. Mata Anggarart

a.
b.

10 Ketcrangan lain-lain

Dikeluarkan di Rantau
pada tanggal

KEPAI"A DESA

{





C. TIORTTAT DATTAR PEITGELUARAIT RIIL:

DA,ITAR PETGELUARAIY RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP/Tempat, Tgl. Lahir :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor . . . . . . . tanggal ., dan
Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor . . tanggaf ., dengan
ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport dibawah irri yang tidak dapat diperoleh bukti-bulrti
pengeluarannya, meliputi :

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan Perjatanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari
terdapat kelebihan atas pembayaran, sYo bersedia untuk menyetorkan
kelebihan tersebut ke I(as Desa.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetatrui/ Menyetujui :

Kepala Desa ...................,
. . , tsnggal, bulan, tahun

Pelaksana SPD,



D. trlORItrAT PERITYATAAI{
TRAITSFORTASI UDARA I

I{EHIL/IIIGAJT BOARD'N'GPASS

SIIRAT PERITYATAAII

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

NIP/Tempat, Tgl. Lahir :

Jabatan

dan Surat Pedalanan Dinas (SPD) Nomor .......,
tanggal ..... telah melaksanakan pedalanan dinas selama.....
(.....) hari pada tanggal . s/d. tanggal untuk keperluan

..........., dengan menggunakan alat transportasi umum
udara.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya
telah kehilangan Boardingpctss ........(tGberangkatan/Kepulangan) besetta
dengan airport ta:<, dengan nomor tiket.... ..... dan kode booking

. serta tanggal penerbangan ...

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetatrui/ Men3utqiui :

Kepala Desa
Rantau,
Pelaksana SPD,



E. FORTIAT RIITCIAIT BIAYA PERI'ALIINAIT DIITAS :

RIITCIAIT BIAYA PER.IAL/TITAIT DII|AS

Nomor & Tanggal SPT : ... ... ......., tanggal
Nomor & Tanggal SPD : .......... ..., tanggal

Pelaksana SPD,

I[o Uralaa
Rlactan Blaya Jumtrah

(Rpl Kat.
Volune Earge lRpf

l.
2.

3.

4.

Biaya Transport

Biaya Penginaparr

Uang Harian

dst.

Total Biaya Perjalanan Dinas

Terbilang:


